BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah

Tulungagung adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa
Timur, Kabupaten Tulungagung menurut hasil Badan Pusat Statistik
jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar
66.321,00 jiwa dibanding pada tahun 2019, yaitu sebesar 66.300,00
di tahun 2020, yang terbagi atas laki- laki 508 621,00 jiwa dan
perempuan 532 582,00 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-
rata 962 jiwa/km2. Di Kabupaten Tulungagung memang saat ini
masih belum terjadi pemerataan penduduk. Hal ini bisa dilihat dari
adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di
satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 500 jiwa/km2 namun
di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km2.

Kepadatan penduduk yang ada pada Kabupaten Tulungagung
berfokus pada 3 (tiga) titik kecamatan, yaitu Kecamatan Tulungagung,
Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu. Menurut
keterangan Bapak Drs. Eko Sugiono, M.M. selaku Kepala Dinas
Pendapatan Kabupaten Tulungagung, beliau menyatakan bahwa pada
ketiga kecamatan tersebut memang mulai banyak terdapat Lembaga

Pendidikan baik itu sekolah formal maupun nonformal yang tumbuh
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dan berkembang, apalagi sekolah swasta saat ini juga mulai
banyak bermunculan. Selain itu juga banyak usaha-usaha atau
pertokoan yang dibangun di daerah tersebut. Dimana sehingga banyak
pendatang yang merupakan Pelajar, Mahasiswa bahkan Pekerja yang
berasal dari luar kecamatan, luar daerah bahkan luar kota yang
kemudian tinggal didaerah tersebut. Berikut ini Gambar 4.1 Peta

Kabupaten Tulungagung:
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2. Gambaran Lokasi Penelitian

Bago adalah kelurahan di kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 1,54 kmz2,
dengan jarak 1,0 km ke ibukota kecamatan Tulungagung. Kelurahan
Bago memiliki luas lahan 153,74 Ha, dimana 53,34 Ha digunakan
sebagai sawah, 89,90 Ha digunakan sebagai pekarangan dan
bangunan, dan 10,50 Ha adalah tanah kering lainnya. Wilayah
Kelurahan Bago salah satu wilayah yang yang paling dekat dengan RS
Bayangkara, Taman alon-alon, Bank Mandiri, Bank BCA, Swallayan,
Apollo dan beberapa tempat usaha lainnya. Dengan tempat yang
sangat stategis maka sangat dengan mudah menemukan tempat rumah
kost disepanjang jalan Kelurahan Bago dengan berbagai harga dan
fasilitas sesuai kebutuhan penyewa. Dan berikut ini Gambar 4.2 lokasi

penelitian di Kelurahan Bago:
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Gambar 4.2
Peta Wilayah Kelurahan Bago
3. Data Pemilik Usaha Rumah Kos

Berikut adalah beberpa data pemilik usha rumah kos yang ada di
Kelurahan Bago yang terlah memenuhi syarat dan belum memenubhi
syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 rumah kos yang
telah terdaftar wajib pajak kost dan 3 rumah kos yang belum terdaftar
wajib pajak rumah kos, dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa
yang menjadi penghambat dan halangan bagi mereka yang belum
mendaftarkan usaha rumah kostnya sebagai wajib pajak. Tarif yang

ditawarkan sangat terjangkau, dimana tarif dibawah Rp 450.000. Atau
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banyak rumah kos yang menyewakan harga di atas harga tersebut
akan tetapi dengan jumlah kamar kos dibawah 10 kamar. Sehingga
tidak masuk ke dalam kriteria sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini data pemilik usaha
rumah kos di Kelurahan Bago dalam Tabel 4.1:

Tabel 4.1

Data Pemilik Usaha Rumah Kos

NO NAMA DAN ALAMAT JUMLAH TARIF PER
PEMILIK USAHA RUMAH KAMAR BULAN
KOS

1 Kos Kembar

Ibu sukarti, JI. Mt 28 Rp. 450.000
Haryono, No 42H Rt/rw.
001/002

2 Kos Olive

Ibu Olive, JI. Mt. Haryono 12 Rp. 600.000
Gg. 3 No. 46C

3 Kos Bu Mondar

Ibu Mondar, JI. Mt 15 Rp. 650.000
Haryono Gg. V No. 53a

4 Kos Sugeng

Pak Sugeng, JI. Mt 12 Rp. 500.000
Haryono Gg. V No. 60

5 Kos Putri 99

JI. Mt Haryono no. 22 - -

Dari data tabel 4.1 menggunakan narasumber sebanyak 5 (lima)

pemilik usaha kos, 2 (dua) diantaranya pemilik rumah kos yang sudah
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terdaftar wajib pajak dan 3 (tiga) pemilik rumah kos yang belum terdaftar
sebagai wajib pajak kos. Akan tetapi dari ke 5 (lima) narasumber tersebut
pemilik rumah kos dari kos putri 99 tidak bersedia untuk dilakukan
wawancara karena ada satu dan lain hal.
B. Temuan Penelitian
1. Deskripsi Temuan
Temuan hasil dari penelitian jumlah kos yang ada di daerah
Kelurahan Bago yang telah sesuai dengan kriteria dalam Peraturan
Daerah tentang pajak kos sesuai PERDA No. 7 Tahun 2019 diketahui
hanya ada 2 yang telah terdaftar sebagai objek pajak daerah kategori
rumah kos, oleh karena itu peneliti melakukan perbadingan mengenai
rumah kos yang telah terdaftar sebagai wajib pajak kos dan sesuai
dengan PERDA dengan rumah kos yang belum terdaftar sebagai wajib
pajak. Dari informasi tersebut, peneliti kemudian menanyakan
kesediaan pemilik rumah kos untuk kesediaanya melakukan
wawancara mengenai tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos
tentang pajak kos sesuai PERDA No. 7 Tahun 2019. Akan tetapi dari
data tabel 4.1 dari 5 (lima) narasumber pemilik rumah kos, pemilik
rumah kos putri 99 kurang bersedia untuk melakukan wawancara
karena merasa kurang nyaman. Oleh karena itu, peneliti memutuskan
untuk menggunakan 4 (empat) pemilik usaha rumah kos. Dari hasil
temuan peneliti yang dilakukan ke rumah kos yang ada di Kelurahan

Bago diperoleh sebagai berikut:
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b. Pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai mekanisme
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pemahaman akan adanya peraturan pemerintah yang
mengatur tentang pemungutan atas usaha penyewaan rumah kos
merupakan langkah awal bagi pemilik usaha kos untuk memahami
mengenai mekanisme pengukuhan PKP hotel (kos). Dimana telah
diatur sesuai dengan PERDA Kabupaten Tulungagaung No. 7
Tahun 2019, bahwa yang wajib mendaftarkan usaha rumah kos
sebagai wajib pajak adalah mereka pemilik usaha yang telah
memiliki lebih dari 10 pintu kamar kos, maka dengan begitu
merupakan langkah awal bagi pemilik rumah kos untuk
mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Dari pembahasan
diatas dapat dijadikan bahan dalam membuat pertanyan mengenai
pemahaman pemiliki usaha rumah kos mengenai mekanisme
pengukuhan kena pajak. Hal yang sama disampakain oleh pemilik
rumah kos Kembar

“Mengenai pemahamnya Syarat awal untuk mendaftarkan
usaha rumah kos sebagai wajib pajak kos minimal harus
memiliki 10 pintu. Saya kurang memahami syaratnya apa
saja karena ini dulu yang mendaftarkan rumah kos Alm.
suami saya tetapi memakai nama saya. Dan alm. suami
saya mendaftarkan usaha rumah kos ini awalnya untuk
mengajukan kredit mobil mba. ”

Dari pernyatan lbu Sukarti pemilik usaha rumah kos

kembar telah sesuai dengan PERDA No. 7 Tahun 2019, beliau
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menyatakan bahwa untuk syarat awal mendaftarkan usaha rumah
kos harus memiliki minimal 10 (sepuluh) pintu. Hal yang sama
disampaikan juga oleh Ibu Olive selaku pemilik “Kos Olive” dan
berikut ini pernyataan beliau:

“Untuk mengenai pemahaman mendaftarkan usaha rumah

kos menjadi wajib pajak saya mengetahui peraturan

tersebut, dimana syaratnya yang telah memiliki 10 kamar.

Tapi untuk saat ini saya masih belum bisa mendaftarkan

sebagai wajib pajak karena keadaannya yang kadang sepi

kadang ramai jadi saya masih pikir pikir dulu”

Berdasarkan dari kedua informan tersebut untuk mengenai
pemahaman peraturan daerah mengenai wajib pajak kos sedikit
banyak yang paham mengenai peraturan tersebut. Berbeda dari
narasumber diatas, pendapat dari Kos Ibu Mondar mengenai
pemahaman pemiliki usaha rumah kos mengenai mekanisme
pengukuhan kena pajak:

“untuk mengenai mendaftarkan usaha kos menjadi wajib

pajak belum, karena saya belum mengetahui adanya

peraturan tersebut dan saya pribadi belum tahu
persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk
didaftarkan wajib pajak”

Untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha rumah kos
mengenai wajib pajak kos sesuai PERDA No. 7 Tahun 2019 maka
dari pihak yang berwenang seperti instansi pemerintah yang
bersangkutan melakukan sosialisasi ataupun sidak secara berkala
ke pemiliki usaha rumah kos, atau bisa dengan cara memalui setiap

ketua RT untuk di sampaikannya kepada warga yang memiliki

usaha rumah kos terhadap peraturan pajak kos. Maka dengan
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adanya sosialisasi mengenai pemahaman peraturan daerah tentang
pajak rumah kos, maka akan lebih banyak pula pemiliki usaha
rumah kos yang akan mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak.
. Pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai tarif pajak
kos sesuai PERDA No. 7 Tahun 2019

Mengenai pemaham tentang tarif pajak kos yang telah
ditetapkan oleh PERDA Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun
2019 berapa persen yang telah ditetapkan PERDA adalah sebesar
5% untuk rumah kos dan 10% selain rumah kos. Jadi untuk tarif
rumah kos tersebut wajib dibayar setiap sebulan sesuai kamar yang
terisi bagi pemilik usaha kos yang telah mendaftarkan usahanya
dan memiliki tidak kurang dari 10 kamar. Hasil wawancara dengan
pemilik rumah kos yang telah terdaftar wajib pajak, beliau
berpendapat :

“Untuk tarifnya sendiri dari tahun pertama terdaftar wajib

pajak rumah kos tahun 2016 sudah 5%, untuk setiap per

kamar.”

Dari pernyataan Ibu Sukarti diatas telah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 20109.
Berbeda dengan pernyataan dari Ibu Olive sebagai berikut:

“Setahu saya yaa tarif pajak kos 10%, menurut saya terlalu

tinggi makanya saya masih enggak untuk mendaftarkan.

Keberatan mba saya pribadi juga kasian yang mau ngekos,

jadi untuk sekarang saya menyisihkan keuntungan saya dan

saya sumbangkan ke mushola depan rumah mba”

Berikut ini pernyataan dari adek dari Bapak Sugeng,
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mengenai tarif yang dikenakan oleh wajib pajak kos:

“Maaf mengenai tarifnya berapa persennya (%) saya

kurang paham, karena ini saya hanya meneruskan usaha

dari alm. Mas saya. Jadi kalau untuk mendaftarkan dan

memahami sampai tarifnya berapa saya tidak tahu mba.”

Dari pernyataan beberapa pemilik usaha kos diatas masih
sedikit yang paham mengenai berapa persen yang wajib
dibayarkan. Oleh karena itu sangat penting bagi petugas pajak dan
dinas terkait untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan
pelaksanaan pembayaran pajak kos. Maka dari hasil wawancara
ditemukan masih banyak yang belum mengetahui berapa persen
yang mesti di bayar setiap bulannya. Dibandingkan dengan yang
sudah terdaftar wajib pajak kos masih banyak yang belum
mendaftarkan dan belum melakukan pembayaran pajak kos, karena
banyak pemilik usaha kos yang belum ingin mendaftarkan
usahanya menjadi wajib pajak dan masih belum paham berapa
persen untuk pajak rumah kos.
. Pemahaman mengenai sanksi yang berlaku sesuai PERDA No.
7 Tahun 2019

Mengenai sanksi yang telah ditetapkan oleh Bupati
mengenai Sanki Administratif kepada wajib pajak yang tidak
bersedia melakukan pemasangan alat atau sistem perekam data
transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak. Sanksi yang di

peroleh yaitu berupa teguran melalui Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD), teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara
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kegiatan,penghentian tetap sementara, pencabutan sementara
izin,pencabutan tetap izin, dan denda administrasi berupa bunga
2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Dan terlebih
jika usaha yang dimiliki telah sesuai peraturan daerah akan tetapi
tidak mendaftarkan usahanya untuk menjadi wajib pajak akan
mendapatkan sanksi berupa teguran sampai dengan denda
administratif. Mengenai sanksi yang telah ditetapkan oleh Bupati
begini pernyataan dari Ibu Sukarti yang pernah melakukan
pelanggaran :
“Sanksi yang di dapat jika telat bayar disetiap bulan ada
sank dan dendanya. Sanksinya berupa administrasi,
dendanya untuk yang daerah itu dikenakan bunga sebesar
2% sebulan, apa lagi ini saya 2 tahun belum melakukan
penyetoran, saya dapat peringatan surat panggilan hanya
satu sela 2 tahun ini.”

Pernyataan juga dari Ibu Olive:

“"Mengenai sanksi yang ada itu biasanya beruapa denda
berupa administrasi ”

Berbeda lagi pernyataan dari Ibu Mondar, mengenai sanksi
yang berlaku:

“Untuk adanya sanksi yang diperlakukan oleh pihak yang

berwenang saya sama sekali tidak mengetahui kalau ada

sanksi.”

Dengan adanya sanksi yang diberlakukan oleh Peraturan

Daerah Kabupaten Tulungagung, seharusnya bisa dijadikan
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sebagai pedoman bagi petugas yang berwenang untuk menjadikan
masyarakat taat dan patuh mengenai adanya peraturan yang
mengatur tentang wajib pajak kos bagi mereka yang memiliki

rusaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

e. Pemahaman mengenai mekanisme pembayaran pajak kos
sesuai PERDA No. 7 Tahun 2019
Mengenai sistem pembayaran wajib pajak membayar
ataupun menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan
SSPD. Dimana Bupati dan Pejabat yang ditunjuk menetapkan
tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak (SKP) dan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimannya SPPT oleh wajib pajak. Ketentuan mengenai
tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembayaran pajak semua diatur dengan peraturan
Bupati. Wajib pajak sendiri untuk melakukan pembayaran dan
penyetoran pajak dengan sistem online melalui Bank Persepsi
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk melakukan pembayaran dan
penyetoran pajak dengan setor tunai, transfer dan atau
menggunakna fasilitas pembayaran dan penyetoran yang

disediakan oleh Bank perpsi ke rekening Kas Daerah yang melalui
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kasir atau teller, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking,
moblie banking dan fasilitas lainnya. Mudahnya pengumutan dan
pembayaran pajak atas pajak rumah kos, berikut ini pernyataan dari
narasumber mengenai mekanisme pembayaran wajib pajak kos
yang telah terdaftar sebagai wajib pajak kos, menurut informasi
dari Ibu Sukarti:

“Untuk mengenai pembayarannya dilakukan di setiap
bulan itu tidak pasti, karena bayarnya sesuai kamar yang
terisi pada bulan tersebut, jadi untuk pembayaran tagihan
wajib pajak alm. suami saya dulu langsung ke kantor pajak
langsung. Menurut saya itu mudah tapi akan lebih mudah
lagi kalaupun ada petugas langsung dari DISPENDA yang
selalu rutin datang kesini untuk pengumutan dan
pembayaran pajak kosan jai tidak akan ada alsan untuk
telat membayar. ”

Berdasarkan pernyataan dari pemilik usaha kos yang telah
mendaftar memiliki NPWP dan membayar pajak kos jelas bahwa
membayar pajak kos dirasa sistem pemungutan dirasa mudah. Hal
ini karena pemungutan dan pembayarannya bisa dilakukan tidak
hanya di kantor Pajak saja melainkan di beberapa Bank Persepsi
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi sangat disayangkan lbu Sukarti
pemilik rumah Kos Kembar yang telah 2 tahun tidak melakukan
kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan pemiliki usaha kos
lainnya yang belum terdaftar dan memiliki NPWP tidak memahami

mengenai bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh

wajib pajak usaha kos.
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2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini  menggunkan teknik
triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Tenik triangulsi sumber yang
digunakan dalam penelitian ini, dimana teknik triangulasi sumber ini
langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari
narasumber dengan cara menyakan kebenaran data atau informasi
kepada narasumber satu dengan narasumber yang lainnya. Peneliti
menggunakan beberapa narasumber tambahan selain narasumber
utaman untuk mengecek kebenaran dari narasumber utama. Dalam
penelitian ini narasumber utama adalah pemilik usaha rumah kos yang
ada di Kelurahan Bago sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat)
narasumber 1(satu) pemilik usaha kos yang telah terdaftar wajib pajak
dan 3 (tiga) pemilik usaha kos yang belum terdaftar wajib pajak kos,
dan narasumber tambahan dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) dan Kantor Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak).
Berikut ini untuk mengecek keabsahan data-data informasi yang

diperoleh peneliti dalam tabel 4.2 :



Tabel 4.2
Triangulasi Sumber
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Tabel Perbandingan Pernyatan Pemilik Usaha Rumah Kos Dengan
DISPENDA Dan Ditjen Pajak

Pertanyaan | Pemilik Rumah DISPENDA Ditjen Pajak Kesimpulan
Kos
1. Apasyarat | 1. Syarat Hotel adalah fasilitas | Pajak Kos masuk | Belum sesuai
awal terdaftarnya penyedian jasa dalam PPh Pasal | sepenuhnya
terdaftarnya sebegai wajib | penginapan / 4 ayat 2 atau dalam hal ini
wajib pajak pajak kos, perisitirahatan disebut juga PPh | pemilik usaha
kos? dengan jumlah | termasuk jasa terkait | final, pajak yang | rumah kos
usaha rumah lainnya dengan dikenakan pada yang telah
kos minimal dipungut bayaran, wajib pajak badan | menahami
memilik 10 yang mencakup juga, | maupun wajib mengenai
(sepuluh) rumah penginapam pajak pribadi atas | mekanisme
kamar/pintu dan sejenisnya, serta | beberapa jenis pengukuhan
pendapat dari rumah kos dengan penghasilan yang | PKP sesuai
pemilik rumah | jumlah kamar lebih mereka dapatkan | peraturan
kos Kembar. dari 10 (sepuluh). dan potongan DISPENDA da
pajaknya bersifat | Ditjen Pajak
2. Mengenai final. hanya 2 (dua)
pemhaman yaitu pemilik
Syarat Kos Kembar
terdaftarnya dan Kos Olive.
sebagai wajib
pajak pihak
dari Kos Olive
mengetahui
bahwa
syaratnya
memiliki 10
(sepuluh)
pintu.
3. Adanya syarat
bagi pemilik
usaha rumah
kos pemilik

terdaftar wajib
pajak kos, Kos
Ibu Mondar
kurang
pahaman
mengenai
persyaratan
tersebut.

4.Pihak dari

pemilik Kos
Sugeng tidak
mengetaui
adanya
peraturan
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Pertanyaan | Pemilik Rumah DISPENDA Ditjen Pajak Kesimpulan
Kos
wajib pajak
kos.

2.berapa tarif | 1. Tarif yang Tarif pajak Hotel Tarif PPh Pasal 4 | Belum sesuai
yang wajib wajib dikenakan 10% ayat 2 berbeda- sepenuhnya
dibayar dibayarkan (sepuluh persen), beda, untuk hanya pemilik
oleh wajib oleh pihak sedangkan tarif pajak | UMKM (Usaha Kos Kembar
pajak kos? pemilik usha kos dikenakan 5% Mikro Kecil yang

rumah Kos (lima persen). Menengah) mengetahui
Kembar dengan omzet berapa persen
disetiap usaha kurang dari | tarif yang wajib
bulannya RP. 4,8 miliar dibayarkan
sebesar 5% dalam 1 tahun oleh wajib
(lima persen). pajak, maka tarif | pajak kos
pajaknya adalag sesuai

2. Tarif yang 0,5% dari total Peraturan
diketahui oleh omzet (peredaran | Daerah dan
pemilik Kos bruto) penjualan | Ditjen Pajak.
Olive sebesar dalam satu tahun.
10% (sepuluh
persen)

3. Sedangkan
pemilik Kos
Mondar tidak
mengetahui
berapa persen
yang wajib
dibayarkan.

4. hal yang sama
di sampaikan
oleh Kos
Sugeng tidak
mengetahui
berapa persen
tarif yang di
kenakan.

3. Selama 1. Pelanggaran 1. Jika jumlah 1. Ketelambatan | Sesuai dimana
mendirikan yang pernah kekurangan pajak bayar pajak sanksi yng
usaha kos dilakukan oleh yang terutang masa, pajak didapat telah
pernal Kos Kemar dalam SKPDKB tahunan sesuai dengan
melakukn ialah telat dikenakan sanksi dikenakan Peraturan
pelanggaran bayar jadi administratif sanksi Daerah dan
? Jika sanksi yang berupa bungan administrasi Ditjen pajak.
pernah dikenakan bagi sebesar 2% (dua 2% per bulan
sanksi dan pemilik usaha persen) sebulan dari jumlah
denda apa kos yang telat dihitung dari pajak yang
yang dalam pajak yang kurang kurang bayar,
didapat? pembayaran atau terlambat dihitung sejak

disetiap bulan dibayar untuk jatuh tempo
dikenakan- jangka waktu pembayaran-
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tetap izin; dan

f. Denda

bayar dan paling
banyak 4 kali
jumlah pajak

Pertanyaan | Pemilik Rumah DISPENDA Ditjen Pajak Kesimpulan
Kos
denda paling lama 24 s/d tanggal
administrasi (dua puluh empat) pembayaran.
sebasar 2% bulan dihitung
(dua persen) sejak terutangnya | 2. SKPKB atau
setiap pajak. SKPKBT dan
pembayaran penerbit
dibulan 2. Sanksi NPWP dan
tersebut. Administratif pengukuhan
sebagaimana PKP secara
. Selama dimaksud berupa: jabatan
mendirikan dikenakan
usaha kos ini a. Teguran lisan; sanksi 2% per
pihak Kos bulan dari
Olive belum b. Teguran jumlah kurang
perna tertulis; maksimal 24
mendapat . lan.
pelanggaran. ¢. Penghentian bula
sementara 3. Kurang pajak
. Begitu halnya kegiatan; pada SKPKBT
pemilik Kos . dan SKPKB
Bu Mondar d. Penghentla_n_ dikenakan
selama sementara izin; sanksi
mendirikan kenaikan
kos beberapa €. feetgcﬁkz)?r:?g 0 100% dari
tahun tidak pizin, da jumlah
pernah £ Denda kekurangan
mendapatkan administratif. pajak.
pelanggaran.
4. Tidak pernah
mendapat atau
memperoleh
pelanggaran.

. Sanksi dan Pemilik usaha Sanksi Administratif | Tidak Belum sesuai
denda apa rumah kos baik sebagaimana mendaftarkauntuk | dengan
bagi mereka | yang telah dimaksud berupa: diberikan NPWP | Peraturan
yang usaha | terdaftar sebagai a. Teguran lisan; atau tidak Daerah dan
rumah objek wajib pajak mendaftarkan Ditjen.
kosnya daerah maupun b. Teguran usaha untuk
telah yang belum tertulis; dikukuhkan
memenuhi terdaftar sebagai ) sebagai PKP
syarat akan | wajib pajak. ¢. Penghentian dikenakan pidana
tetapi tidak | Tidak sementara penjara paling
mendaftark | mengetahui kegiatan; singkat 6 tahun
an usaha adanya sanksi . dan denda paling
rumah kos | bagi merekayang |  d- Penghentian - oqiis o ai
menjadi tidak melaporkan sementara 1zin; | ;ymlah pajak
wajib usahanya sebagai terutang yang
pajak? wajib pajak. e. Pencabutan tidak atau kurang
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Pertanyaan | Pemilik Rumah DISPENDA Ditjen Pajak Kesimpulan
Kos
administratif. terutang yang
tidak/kurang
dibayar.

4. Jika usaha | Mengenai 1. Jatuh tempo Pembayaran dan | Sesuai dengan
rumah kos | mekanisme pembayaran dan | Penyetoran pajak | PERDA dan
Ibu/Bapak pembayaran penyetoran pajak diberikan Ditjen Pajak.
sudah pajak kos yang ang terutang kemudan dan Karena
terdafatar dilakukan setiap y . kenyamanan mengenai

) paling lama 30 :
sebagai bulan, untuk total - .| dengan sistem pemahaman
wajib pajak | yang dibayarkan (tlg_a puluh) hari pembayaran mekanisme
kos, disetiap bulan kerja setelah saat | pajak secara pembayaran
bagaimana | tidak pasti terutangnya elektronik, yang | pajak kos
sistem dikarenakan pajak (SKP) dan | mana bisa hanya di
mekanisme | tergantung kamar paling lama 6 melalui bank tanyakan
setiap kos yang terisi (enam) bulan persepsi. kepada pemilik
bulan? pada bulan sejak tanggal usaha kos yang

tersebut. Dan
untuk mengenai
sistem
pembayaran bisa
langsung datang
ke kator pajak
ataupun melaului
bank.

diterimannya
SPPT oleh wajib
pajak.

. Sistem

pembayaran dan
penyetoran
Wajib Pajak
dengan sistem
Online melalui
Bank Persepsi
yang ditunjuk
oleh Pemerintah
Daerah sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

telah terdaftar
wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan pengecekaan data-data yang diperoleh dari

narasumber utama pemilik rumah kos yang ada di Kelurahan Bago

dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupataen Tulungagung dengan

Direktorat Jendral Pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai
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pemahaman pemilik usaha kos terhadap peraturan pajak kos yang sesuai
dengan PERDA dan Dirjen Pajak masih jauh dari kata paham dan
memahami. Dimana dapat dilihat dari data tabel 4.2 banyak yang tidak
sesuai dengan PERDA maupun Ditjen Pajak, walaupun sekalipun telah
terdaftar sebagai wajib pajak kos tidak menjamin untuk memahami
peraturan yang telah diatur oleh PERDA.

Pemahaman mengenai adanya peraturan wajib pajak bagi usaha
rumah kos adalah salah satu bentuk awal agar pemilik usaha kos yang
paham wajibnya melaporan usaha kosnya sebagai wajib pajak. Menurut
pendapat dari Ibu Endartati selaku Kasi Pengembangan bahwa untuk
pelaporan usaha kos di Kabupaten Tulungagung masih sangat sedikit
dibandingkan pelaporan usaha yang lain jika dilihat dari perkembangan
usaha kos di setiap tahun terus bermunculan tidak sebanding dengan jumlah
yang terdaftar sebagai objek wajib pajak daerah kategori rumah Kkos.
Namun, dari permasalah tersebut pihak dari DISPENDA tidak mengetahui
apa yang menjadi penyebab rendah tingkat pemahaman akan adanya
peraturan wajib pajak usaha kos.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan melihat kurangnya
pemahaman tentang pajak kos. Peneliti menyarankan agar pihak
DISPENDA lebih tegas dalam dalam menjalankan tugas sesuai dengan
peraturan yang ada dan juga lebih ketat dalam melakukan pengawasan
terhadap Pengusaha yang seharusnya mendaftarkan usahanya sebagai wajib

pajak, karena dapat dilihat dari tabel 4.2 masih banyak yang tidak sesuai
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denga Peraturan Daerah maupun peraturan dari Direktorat Jendral Pajak.
Dengan demikian tidak akan ada lagi pemilik usah kos yang beralasan tidak
mengetahui dan memahami adanya peraturan wajib pajak kos. Padahal
sudah jelas bahwa pengumutan pajak kos tersebut dilakukan sesuai PERDA

No. 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Rumah Kos.



